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KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan fungsi kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum 

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu 

suasana aman bagi hakim, aparatur pengadilan, dan 

masyarakat pencari keadilan demi terwujudnya peradilan 

yang berwibawa; 

  b. bahwa telah terjadi sikap dan perilaku sebagian 

masyarakat yang mengganggu kelancaran pelaksanaan 

tugas penegakan hukum di pengadilan yang 

mengakibatkan terganggunya rasa aman bagi hakim, 

aparatur pengadilan dan masyarakat pencari keadilan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Mahkamah Agung tentang Protokol 

Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan 
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Pengadilan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958); 

  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5077); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5079); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 
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Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5078); 

  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3713); 

  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4168); 

  7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang 

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan 

Terhadap  Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan 

Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6417); 

  9.  Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang 

Sekretariat Mahkamah Agung; 

  10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROTOKOL 

PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN 

PENGADILAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dan 

tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di 

bawah Mahkamah Agung. 

2. Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis 

Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan 

termasuk Persidangan secara elektronik. 

3. Hakim adalah Hakim tingkat pertama dan tingkat 

banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah 

Mahkamah Agung. 

4. Aparatur Pengadilan adalah seluruh Aparatur Pengadilan 

yang bukan berstatus sebagai Hakim pada 4 (empat) 

lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. 

5. Protokol Persidangan adalah pedoman yang mengatur 

perilaku dan tindakan orang yang hadir di Persidangan. 

6. Protokol Keamanan adalah pedoman yang mengatur 

keadaan bebas dari bahaya yang memberikan 

perlindungan kepada Hakim, Aparatur Pengadilan dan 

masyarakat yang hadir di Pengadilan. 

7. Ancaman adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, dan 

tindakan dari dalam maupun dari luar Pengadilan, yang 

dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan 

keselamatan Hakim, Aparatur Pengadilan dan 

masyarakat yang hadir di Pengadilan. 

8. Gangguan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh 

pihak tertentu yang dapat menghambat, mengganggu, 
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atau menggagalkan Pengamanan Hakim dan Aparatur 

Pengadilan. 

9. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan 

tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau 

dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa 

bantuan teknologi untuk menjaga keamanan dari segala 

Ancaman dan Gangguan yang dapat mengganggu 

ataupun membahayakan keselamatan Hakim dan 

Aparatur Pengadilan. 

10. Pengawalan adalah suatu kegiatan Pengamanan untuk 

melindungi Hakim yang sedang menangani perkara 

tertentu dan dilakukan secara terus menerus atau dalam 

jangka waktu tertentu. 

11. Penyelamatan adalah proses, cara, dan tindakan dalam 

Pengamanan yang dilakukan berdasarkan suatu 

perencanaan dan perintah atasan yang berperan untuk 

menyelamatkan jiwa Hakim, Aparatur Pengadilan dan 

pencari keadilan dari Ancaman faktual/keadaan darurat 

yang terjadi. 

12. Satuan Pengamanan Pengadilan adalah satuan kelompok 

tugas yang dibentuk oleh Pengadilan untuk melakukan 

keamanan fisik guna penyelenggaraan Pengamanan 

swakarsa di lingkungan Pengadilan, yang dalam 

pelaksanaan tugasnya menggunakan atribut petugas 

keamanan. 

13. Forum Komunikasi Keamanan adalah gugus tugas 

keamanan yang dibentuk oleh satuan kerja Pengadilan 

masing-masing yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait guna 

Pengamanan Persidangan. 

14. Orang adalah Hakim/Majelis Hakim, Aparatur 

Pengadilan, Penuntut Umum/Oditur Militer, Penasihat 

Hukum/Kuasa Hukum, Satuan Pengamanan Pengadilan, 

pihak berperkara, Saksi, Ahli, Pendamping, dan/atau 

pengunjung sidang. 

 

 


